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ABSTRAK

Perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten
Lombok Timur menciptakan persoalan tanggung jawab orang tua yang lebih
kompleks dibandingkan perceraian pada umumnya, karena anak tidak hanya
menghadapi perpisahan orang tua, tetapi juga kehilangan kehadiran fisik salah satu
atau kedua orang tua akibat migrasi kerja. Penelitian ini bertujuan menjawab dua
rumusan masalah: pertama, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca
perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari teori the
best interests of the child; kedua, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut
ditinjau dari Magasid Syart ‘ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal, menggunakan data primer dari
wawancara terhadap delapan informan keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten
Lombok Timur pada April 2026, dipadukan dengan data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan, kitab fikih, serta literatur akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari the best interest of the
child, unsur pendidikan tercapai paling konsisten, unsur pengasuhan tercapai secara
fungsional melalui fleksibilitas keluarga besar, sementara unsur nafkah dan
perlindungan mengalami kegagalan paling nyata akibat kelalaian ayah. Ditinjau dari
lima rumusan Magasid Syari‘ah hasil sintesis penelitian ini, yaitu hifz al-nasl, hifz
an-nafs, hifz al-mal, hifz al- ‘irdh, dan hifz al- ‘ag/, hifz al-mal merupakan tujuan yang
paling tidak tercapai akibat kesenjangan mekanisme eksekusi nafkah yang hanya
menjangkau Pegawai Negeri Sipil. Kesenjangan utama bukan terletak pada ketiadaan
norma, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan dan ketimpangan beban
tanggung jawab antara ayah dan ibu. Penelitian ini merekomendasikan perluasan
mekanisme pemotongan gaji otomatis bagi ayah PMI serta reorientasi peradilan
agama menuju pola pengasuhan bersama (co-parenting) yang berorientasi pada
maslahat. yang diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab pengasuhan antara
ayah dan ibu sesuai kondisi masing-masing, komunikasi dan pengambilan keputusan
bersama mengenai kebutuhan anak, keberlanjutan kontribusi nafkah kedua orang tua,
serta pemanfaatan keluarga besar sebagai pendukung pengasuhan tanpa
menggantikan tanggung jawab orang tua.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Orang Tua, Perceraian, Pekerja Migran Indonesia,
The Best Interest of the Child, Magasid Syari ‘ah.



ABSTRACT

Divorce within Indonesian Migrant Worker (PMI) families in East Lombok
Regency creates a more complex problem of parental responsibility than divorce in
general, since children face not only parental separation but also the physical absence
of one or both parents due to labor migration. This study addresses two research
questions: first, how is the implementation of parental responsibility after divorce in
PMI families in East Lombok Regency carried out when viewed through the theory
of the best interest of the child; second, how is that responsibility implemented when
viewed through Magasid al-Syart ‘ah.

This is a field research study employing a juridical-normative and socio-legal
approach, drawing on primary data from interviews with eight informants from
divorced PMI families in East Lombok Regency conducted in April 2026, combined
with secondary data from legislation, classical figh literature, and academic
scholarship.

The findings show that, from the perspective of the best interest of the child,
the element of education is the most consistently achieved, the element of custody is
functionally achieved through the flexibility of extended family arrangements, while
the elements of maintenance (nafkah) and protection show the clearest failures due
to paternal neglect. From the perspective of the five magasid formulated through this
study ‘s own synthesis, namely #ifz al-nasl, kifz an-nafs, kifz al-mal, hifz al- ‘irdh, and
hifz al-‘aql, hifz al-mal is the least achieved objective, owing to a gap in the
maintenance-enforcement mechanism that currently reaches only civil servants. The
principal gap lies not in the absence of norms but in weak enforcement mechanisms
and an imbalance in the burden of responsibility between fathers and mothers. This
study recommends extending the automatic salary-deduction mechanism to migrant-
worker fathers and reorienting religious courts toward maslahah-based co-parenting
arrangements. which is realized through the division of parenting responsibilities
between the father and mother according to their respective circumstances,
communication and joint decision-making regarding the child’s needs, the continued
financial contributions of both parents, and the involvement of the extended family
as a support system for childcare without replacing the parents’ responsibilities

Keywords: Parental Responsibility, Divorce, Indonesian Migrant Workers, The Best
Interest of the Child, Magasid al-Syari ‘ah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sentral

dalam membentuk kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarganya.
Dalam konteks ini, keluarga berperan penting dalam membentuk kesejahteraan
psikologis, moral, dan sosial bagi setiap individu. Akan tetapi, dalam kehidupan
sehari-hari sering terjadi dinamika sosial, seperti tekanan ekonomi, perubahan
pola komunikasi, dan pergeseran nilai budaya, yang menimbulkan ketegangan
dalam hubungan suami-istri.

Kondisi ini tercermin dalam data nasional mengenai dinamika rumah
tangga yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikompilasi oleh Katadata Insight Center
(KIC), tren perceraian di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif sepanjang
periode 2018-2024. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah kasus perceraian
tercatat antara 290 ribu hingga 500 ribu setiap tahunnya, dengan tahun 2022
menjadi periode dengan angka tertinggi.t

Memasuki tahun 2024, total kasus perceraian di Indonesia mencapai
394.608 kasus, yang terdiri atas 85.652 cerai talak dan 308.956 cerai gugat.
Adapun penyebab utama perceraian pada tahun tersebut ialah perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus sebanyak 251.125 kasus, disusul faktor

ekonomi (100.198 kasus), salah satu pihak meninggalkan pasangan (31.265

! “Banyak Suami-Istri Cerai karena Pertengkaran pada 2024,” Databoks,

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-
karena-pertengkaran-pada-2024, akses 24 Oktober 2025.
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kasus), serta kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dengan 7.256 kasus.
Faktor lain yang turut berkontribusi antara lain perjudian (2.889 kasus),
kecanduan alkohol (2.004 kasus), hukuman penjara (1.335 kasus), perzinaan
(1.005 kasus), murtad atau keluar dari agama (1.000 kasus), poligami (849
kasus), penyalahgunaan narkotika (436 kasus), kawin paksa (307 kasus), dan
cacat fisik atau disabilitas (252 kasus).

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia tidak hanya
dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari berbagai
persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. dalam kehidupan
rumah tangga. Perselisihan yang berkepanjangan, tekanan ekonomi, serta
lemahnya komunikasi antar pasangan menjadi indikasi adanya krisis nilai dan
ketahanan keluarga dalam Masyarakat. Realitas ini memperlihatkan bahwa
perceraian membawa dampak luas terhadap struktur keluarga, khususnya bagi
anak-anak yang menjadi korban langsung dari perpisahan orang tuanya.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan perceraian tidak hanya
berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab
moral dan kemanusiaan yang melekat pada setiap orang tua. Dalam konteks ini,
perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri,
melainkan juga mencerminkan pemisahan tanggung jawab moral dan emosional
yang semestinya tetap dijaga demi kepentingan anak. Sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak



berhak memperoleh kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta rasa aman
tanpa diskriminasi. 2

Pemenuhan hak anak juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
di atur dalam Pasal 105, ditegaskan bahwa hak pengasuhan anak (hadanah) bagi
anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada di tangan ibu,
sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih diasuh
oleh ayah atau ibu, dengan tetap menempatkan tanggung jawab nafkah di pundak
ayah.® Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Namun demikian, dalam praktik sosial, hak-hak tersebut kerap terabaikan
pasca perceraian, terutama ketika salah satu pihak mengabaikan kewajiban
sebagai orang tua.*

Fenomena pengabaian tanggung jawab pengasuhan anak menjadi
semakin kompleks ketika perceraian bertemu dengan dinamika migrasi ekonomi
keluarga. Pada titik ini, persoalan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan
dengan sengketa pasca perceraian, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial

dan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut tampak jelas pada keluarga

2 UU No. 35 Tahun 2014. (2023). Database Peraturan | JDIH BPK.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014. Diakses 17/08/2026

3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

4 Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian
Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 1:
1 (2023), him. 5-6.
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dengan orang tua bekerja di luar daerah atau bahkan luar negeri, sehingga
meninggalkan anak dalam pola pengasuhan alternatif yang tidak selalu mampu
menggantikan peran emosional orang tua. Realitas sosial ini banyak terjadi di
berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Lombok Timur, yang
menggambarkan secara konkret tantangan pengasuhan anak di tengah perceraian
dan mobilitas pekerja migran Indonesia.

Lombok Timur sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah
pekerja migran terbanyak di Indonesia, menempati peringkat kedua secara
nasional.® Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi keluarga,
tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, terutama dalam hal
pengasuhan anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri. Di
Lombok Timur, banyak kasus anak-anak dari keluarga pekerja migran yang
diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat di kampung. Pola pengasuhan seperti ini
sering menimbulkan tekanan emosional, perasaan malu, stres, serta perubahan
peran dalam keluarga.®

Anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya juga menghadapi
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan emosional karena kurangnya perhatian
langsung dari kedua orang tuanya. Akibatnya, anak tumbuh dalam situasi

kehilangan figur orang tua dan minimnya bimbingan moral. Kondisi ini

5 “Anak PMI di Lombok Timur Mengalami Kondisi Fatherless,” Publikasi KPAI,
https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-pmi-di-lombok-timur-mengalami-kondisi-fatherless, akses
29 Oktober 2025.

® Prajna Paramarthasatya Ningrum dan Anik Lestariningrum, “Dampak Cerai-Gugat
TKI/TKW Tulungagung pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini,” Abata: Jurnal Pendidikan Islam
Anak Usia Dini, Vol. 2: 1 (2022), him. 153-162. https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349
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memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das
Sollen) dan realitas sosial yang terjadi (das Sein).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang ditinggalkan
orang tuanya yang bekerja ke luar negeri harus menanggung beban emosional
yang berat. Mereka belajar menekan dan mengatur perasaan kehilangan sebagai
bentuk penyesuaian sosial.” Hal serupa juga ditemukan dalam masyarakat
Lombok Timur, di mana anak-anak dari keluarga pekerja migran Indonesia
(PMI) menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial
karena minimnya kehadiran orang tua.

Berbagai penelitian sebelumnya sudah banyak membahas tanggung
jawab orang tua setelah perceraian, atau membahas dampak migrasi terhadap
anak. Tetapi belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji
bagaimana tanggung jawab orang tua dilaksanakan setelah perceraian dalam
konteks keluarga PMI, di mana anak tidak hanya menghadapi perpisahan orang
tua, tetapi juga kehilangan kehadiran fisik akibat migrasi ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau secara yuridis-normatif
pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam
keluarga PMI di Lombok Timur, dengan mempertimbangkan pemenuhan hak

anak atas nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagai unsur-

" Bittiandra Chand Somaiah dan Brenda S.A. Yeoh, “Temporal Emotion Work, Gender and
Aspirations of Left-Behind Youth in Indonesian Migrant-Sending Villages,” Journal of Youth
Studies, Vol. 26: 1 (2023), him. 1-18. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1952170
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unsur kepentingan terbaik anak yang harus ditunaikan baik menurut hukum
positif Indonesia maupun perspektif Hukum Keluarga Islam®
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar arah penelitian lebih jelas, perlu

dirumuskan masalah yang menjadi dasar pembahasan selanjutnya. Rumusan

masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu:

1. Bagaimana pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian
dalam keluarga pekerja migran di Kabupaten Lombok Timur?

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam
keluarga Pekerja Migran Indonesia dari tinjauan teori the best interests of

the child dan Magqdasid Syari ‘ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
secara mendalam bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap
anak pasca perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Lombok Timur. Fokus ini mencakup pemenuhan nafkah, dan pengasuhan anak
yang seharusnya tetap diberikan oleh kedua orang tua meskipun mereka telah

berpisah. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana kewajiban tersebut dijalankan

8 Problematika Hukum Keluarga & Perceraian Buruh Migran di Lombok: Fahrurrozi dan
A. Fawzan, "Problematika Hukum Keluarga Islam Buruh Migran dan Faktor-Faktor Penyebab
Disharmoni dalam Keluarga", Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam vol.18, no. 1 (2019):
him. 12-15.



dalam situasi keluarga yang mengalami keterbatasan komunikasi dan kehadiran
fisik akibat migrasi.

Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk pola
pengasuhan alternatif yang muncul setelah perceraian, terutama ketika salah satu
atau kedua orang tua bekerja di luar negeri. Dalam banyak kasus keluarga PMI,
anak diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat, sehingga penelitian terfokus untuk
menelaah bagaimana pengasuhan tersebut berlangsung serta dampaknya
terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Dengan demikian, penelitian
ini memberikan gambaran konkret mengenai realitas pengasuhan dan
pemenuhan hak anak dalam keluarga migran yang berstatus bercerai.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman
komprehensif mengenai dinamika pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca
perceraian dalam keluarga PMI di Lombok timur. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu
hukum keluarga Islam maupun bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial
dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan
perlindungan dan kesejahteraan anak dari keluarga migran yang mengalami

perceraian.

. Telaah Pustaka
Penelitian mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian

dalam keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur, pada
dasarnya telah dianalisis dari berbagai sudut. Sejauh ini, terdapat beberapa

penelitian yang memiliki subjek penelitian serupa. Untuk melihat sisi perbedaan



dari penelitian terdahulu, penulis mengklasifikasikan menjadi dua kelompok
pendekatan, yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan pendekatan normatif®
dan empiris.1°

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif menunjukkan bahwa
tanggung jawab orang tua pasca perceraian diatur secara tegas dalam hukum
Islam dan hukum positif Indonesia, namun pelaksanaannya sering lemah akibat
minimnya eksekusi. Nismayani Marbun dan Janpatar Simamora menegaskan
bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak berdasarkan UU No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata, meskipun kesadaran
hukum dan kondisi ekonomi menjadi penghambat utama.!!* Selaras dengan itu,

M. Al Amin Ilman Huda dan Ilham Tohari menyoroti lemahnya penegakan

® Hilal Haitami Harahap dan Mhd. Yadi Harahap, ‘“Perlindungan Hukum terhadap Anak
Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun
2014,” Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal llmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 10: 2 (2024),
hlm. 170-183; Jimmi Pasla dan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak
Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia,” Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-1lmu Alqur’an, Vol.
5: 2 (2025), him. 900-903; M. Al Amin Ilman Huda dan Ilham Tohari, “Keadilan dan Kepastian
Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian,” Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian
Keislaman, Vol. 13: 1 (2025), him. 110-116; Syukrawati dkk., “Post-Divorce Rights of Women and
Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis,” Ahkam: Jurnal
llmu Syariah, Vol. 34: 1 (2024), him. 121-146.

10 Tresna Nurida dan Rakhmat Hidayat, “Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran
Indonesia di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis,” Indonesian Journal of Sociology, Education, and
Development, Vol. 5: 1 (2023), him. 50-63; Anata Reyustina Almaidah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak
Pasca Perceraian,” (2023), hlm. 1166—1174; Wikan Galuh Widyarto, “Problematika Anak Pekerja
Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling,” Jurnal Kajian Bimbingan dan
Konseling, Vol. 5: 3 (2024), him. 91-103; Nelsensius Klau Fauk dkk., “Parental Migration and the
Social and Mental Well-Being Challenges among Indonesian Left-Behind Children: A Qualitative
Study,” International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 21: 6 (2024),
hlm. 2-8; Prajna Paramarthasatya Ningrum dan Anik Lestariningrum, “Dampak Cerai-Gugat
TKI/TKW Tulungagung pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini”; Ahmad Ro’i Alfaza dkk.,
“Dampak Migrasi TKW terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam
Menyokong Kesejahteraan,” Jurnal Pendidikan dan llmu Sosial (Jupendis), Vol. 3: 1 (2025), him.
193-203.

11 Nismayani Marbun dan Janpatar Simamora, “Father’s Responsibility for Child
Maintenance in Divorce,” Golden Ratio of Data in Summary, Vol. 5: 2 (2025), him. 284-288.



hukum nafkah anak pasca perceraian karena kurangnya mekanisme eksekusi
yang efektif.

Penelitian Hilal Haitami Harahap dan Mhd. Yadi Harahap menjelaskan
bahwa tanggung jawab orang tua tidak berakhir dengan terjadinya perceraian,
berdasarkan prinsip the best interests of the child dalam UU Perlindungan Anak
No. 35 Tahun 2014, namun implementasinya lemah karena minim pengawasan
putusan pengadilan. Jimmi Pasla dan Akbarizan membandingkan sistem
perlindungan anak Indonesia-Malaysia, menemukan bahwa Malaysia lebih
efektif melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), sedangkan Indonesia
belum memiliki lembaga serupa. Adriansyah juga menganalisis pemenuhan hak
pada putusan verstek Pengadilan Agama, menunjukkan ketidakpatuhan ayah
terhadap nafkah anak.'?

Pendekatan empiris menunjukkan dampak sosial-psikologis migrasi dan
perceraian terhadap anak PMI yang sering diasuh kakek-nenek. Anata Reyustina
Almaidah menemukan bahwa pasca perceraian, hak anak cenderung dipenuhi
ibu saja, sementara ayah lalai nafkah sehingga anak dititipkan ke nenek dan
terlantar.® Wikan Galuh Widyarto dan Machsun Rifauddin mengidentifikasi
problematika anak PMI Tulungagung seperti masalah kesehatan, agama-moral,

pribadi (emosi labil), sosial, pendidikan (malas belajar), dan asmara dini akibat

12 Jimmi Pasla and Akbarizan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia,” Hamalatul Qur’an : Jurnal Ilmu Ilmu
Alqur’an 5, no. 2 (January 9, 2025):hIm. 900-903, https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400.

13 Anata Reyustina Almaidah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” Prosiding
Seminar Nasional limu limu Sosial (SNIIS), Vol.2:3(2023),hlm.544-553.
https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/833
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pengasuhan neglectful (mengabaikan anak) dan indulgent (permisif/orang tua
terlalu lunak) parenting oleh orang tua migran serta grandparenting.**

Marendra Hengky Irawan dkk. menggambarkan pola pengasuhan
pengganti oleh kakek-nenek pada anak PMI, yang menjaga stabilitas tapi
mengurangi kedekatan emosional. Yana Sundayani dkk. Menemukan dukungan
keluarga besar meningkatkan resiliensi anak PMI. Ahmad Roi Alfaza dkk.
Menunjukkan remitansi TKW meningkatkan ekonomi, tetapi menimbulkan
ketidakseimbangan emosional anak. Nelsensius Klau Fauk dkk. Mengungkap
stres, kecemasan, dan depresi anak PMI akibat putusnya komunikasi. Tresna
Dwi Nurida dan Rakhmat Hidayat mencatat perilaku menyimpang (bolos
sekolah) akibat lemahnya pengawasan. Syukrawati Syukrawati dkk. Di
Pekalongan, hak anak perempuan pasca cerai tak terpenuhi karena kurangnya
pengetahuan hukum dan lemahnya eksekusi.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan kajian normatif (Marbun-
Simamora, Huda-Tohari, Harahap-Harahap, Pasla-Akbarizan) dan empiris
(Reyustina, Widyarto-Rifauddin, Irawan dkk., Sundayani dkk.). Secara
substansial, semuanya membahas tanggung jawab orang tua pasca perceraian
dan dampak PMI, menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan
wawancara/observasi, berlandaskan UU Perkawinan, KHI, dan magasid

syari‘ah.®

14 Widyarto, “Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif
Bimbingan dan Konseling, Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, Vol. 5: 3 (2020), him. 91-103.

15 Huda & Tohari M. Al Amin IIman Huda dan Ilham Tohari, "Keadilan dan Kepastian
Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian," Tafagquh: Jurnal Penelitian dan Kajian
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Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada integrasi hukum keluarga Islam (hadanah, nafkah,
maslahah), hukum positif, dan dampak sosial-psikologis anak PMI yang bercerai
Lombok Timur, yang konteksnya belum dikaji secara komprehensif. Penelitian
sebelumnya terpisah: normatif berfokus pada hukum umum, secara empiris
menjelaskan PMI tanpa perceraian spesifik. Penelitian ini mengisi celah dengan
analisis pelaksanaan tanggung jawab (nafkah, pengasuhan, psikologis) pada

keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten Lombok Timur.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, salah satu teori yang
paling fundamental dan banyak digunakan sebagai pisau analisis adalah teori the
best interests of the child atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak. Teori ini pada dasarnya menempatkan
kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan
keputusan yang menyangkut kehidupan anak, baik dalam konteks hukum
keluarga, kebijakan publik, maupun praktik sosial yang lebih luas

Prinsip the best interests of the child dikukuhkan secara internasional
melalalui Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menuntut
agar kesejahteraan anak selalu diprioritaskan dalam setiap tindakan yang

merupakan salah satu prinsip dalam Convention on the Rights of the Child

Keislaman, Vol. 13: 1, him. 110-116, Pasla & Akbarizan Jimmi Pasla dan Akbarizan, "Kepastian
Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia,"
Hamalatul Qur'an: Jurnal lImu-llmu Algur'an, Vol. 5: 2, him. 900-903
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(CRC), terdapat empat prinsip yang ada dalama CRC yakni dasar perlindungan
anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (The
best interests of the child), prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, serta prinsip penghormatan terhadap pandangan atau pendapat
anak.®

Prinsip the best interests of the child merupakan prinsip yang menuntut
agar setiap keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan anak diambil
berdasarkan pertimbangan yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan
terbaik anak. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam proses
pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai landasan moral yang membatasi
kewenangan orang dewasa terhadap anak. Oleh karena itu, setiap kebijakan,
tindakan, maupun putusan yang berkaitan dengan anak harus
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi pemenuhan hak dan
kesejahteraan anak. *’

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak
telah diakomodasi secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, Komite Hak
Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam General Comment Nomor 14 Tahun

2013 menegaskan bahwa prinsip tersebut memiliki tiga dimensi utama, yaitu

16 United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: United Nations,
1989), Pasal 3 ayat (1).

17 yazid Nashrullah, “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child dalam Penentuan Hak Asuh
Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis terhadap Putusan-Putusan
Pengadilan),” Lex Patrimonium, Vol. 2: 2 (2023), him. 61.
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sebagai hak substantif yang melekat pada anak, sebagai pedoman dalam
menafsirkan ketentuan hukum, dan sebagai standar prosedur yang harus
dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan
anak.®

Dalam konteks perlindungan anak, teori kepentingan terbaik anak sangat
penting karena menempatkan anak bukan hanya sebagai objek perlindungan,
tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak penting yang tidak
boleh diabaikan oleh kepentingan apa pun, termasuk kepentingan orang tua.
Teori ini sangat penting dalam kasus perceraian karena perpisahan orang tua
biasanya menempatkan anak di bawah tekanan secara emosional, finansial, dan
sosial. Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh
dalam kasus perceraian tanpa pemenuhan hak yang memadai berisiko
mengalami gangguan perkembangan jangka panjang, seperti penurunan prestasi
akademik, masalah kesehatan mental, dan penurunan kapasitas sosial.®

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam
situasi perceraian orang tua tanpa pemenuhan hak yang memadai berisiko
mengalami gangguan perkembangan yang bersifat jangka panjang, mencakup
penurunan prestasi akademis, gangguan kesehatan mental, dan melemahnya

kapasitas sosial anak. Kepentingan terbaik anak juga tidak dapat direduksi

18 Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian
Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;” Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 1:
1 (2023), him. 10-12. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1il1.1946

19 Nelsensius Klau Fauk, Alfonsa Ligquory Seran, Paul Aylward, Lilian Mwanri dan Paul
Russel Ward., “Parental Migration and the Social and Mental Well-Being Challenges among
Indonesian Left-Behind Children: A Qualitative Study,” Int J Environ Res Public Health, Vol. 21:
6 (2024), him. 2-8. https://doi.org/10.3390/ijerph21060793
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menjadi sekadar persoalan materi atau finansial semata. Menurut John Eekelaar,
teori ini mencakup tiga lapisan kepentingan yang harus dipenuhi secara
bersamaan, yaitu kepentingan dasar yang berkaitan.?

Dalam pelaksanaannya, teori the best interests of the child mencakup
empat unsur kepentingan terbaik anak yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Pertama, pemenuhan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban orang tua
yang bersifat imperatif dan tidak gugur akibat perceraian. Pasal 41 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun perkawinan telah putus. Penelitian
Marbun dan Simamora menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan nafkah pasca
perceraian merupakan bentuk pelanggaran konkret terhadap prinsip the best
interests of the child yang paling mendasar, karena tanpa nafkah, seluruh
kebutuhan dasar anak sebagaimana dipersyaratkan oleh teori ini tidak dapat
terpenuhi.?

Kedua, pengasuhan. Hak anak atas pengasuhan yang layak mencakup
kehadiran fisik dan emosional orang tua dalam proses tumbuh kembang anak.

Teori the best interests of the child menuntut agar pemegang hak asuh, baik ibu

20 Tresna Nurida dan Rakhmat Hidayat, “Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran
Indonesia di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis,” Indonesian Journal of Sociology, Education and
Development (1JSED), Vol. 5: 1 (2023), him. 50-63.

21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 41 huruf (b).
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maupun ayah, benar-benar hadir dan responsif dalam memenuhi kebutuhan
emosional anak.

Dalam konteks keluarga PMI yang bercerai, ketidakhadiran fisik orang
tua akibat migrasi menciptakan kekosongan pengasuhan yang tidak dapat
sepenuhnya diisi oleh pengasuh pengganti, sehingga menjadi titik lemah utama
dalam pemenuhan unsur ini.?

Ketiga, aspek pendidikan. Hak memperoleh pendidikan merupakan
bagian yang sangat penting dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena
pendidikan berperan besar dalam membentuk kualitas hidup dan masa depan
mereka. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan
pada usia anak sekaligus menjamin keberlanjutan pendidikan anak. dalam
berbagai kasus perceraian di Indonesia, sektor pendidikan sering menjadi hak
anak yang paling terdampak ketika orang tua tidak menjalankan tanggung
jawabnya. Kondisi tersebut terjadi karena dukungan biaya pendidikan terhenti
dan komunikasi antara anak dengan orang tua yang bermigrasi semakin

berkurang atau bahkan terputus.?

22 Prajna Paramarthasatya Ningrum, & Anik Lestariningrum, “Dampak Cerai-Gugat
Tki/Tkw Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini,” Abata: Jurnal Pendidikan Islam
Anak Usia Dini, Vol 2: 1, (2022). hlm. 153-162. https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b); Jimmi Pasla dan
Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia
dan Malaysia,” Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu Ilimu Alqur’an, Vol. 5: 2 (2024), him. 900-903.
https://doi.org/10.37985/hg.v5i2.400
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Keempat, aspek perlindungan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
mengharuskan adanya jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk
kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun diskriminasi. Dalam konteks
keluarga PMI yang mengalami perceraian, anak sering berada dalam posisi yang
lebih rentan karena menghadapi penelantaran secara berlapis, yakni akibat
perpisahan orang tua sekaligus karena salah satu atau kedua orang tua bekerja di
luar daerah atau luar negeri. Komite Hak Anak PBB melalui General Comment
Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa negara
memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari kondisi yang menimbulkan
kerentanan bertingkat tersebut.?* Kewajiban ini dapat diwujudkan, antara lain,
melalui pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan
agama terkait hak pengasuhan (kadanah) dan pemenuhan kewajiban nafkah bagi
anak.®

Teori the best interests of the child digunakan sebagai landasan utama
dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus
penelitian, yakni tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian
dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur.
Teori ini menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana orang tua yang
telah bercerai, baik salah satu maupun keduanya berstatus pekerja migran, tetap

menjalankan kewajibannya terhadap anak, meliputi pemenuhan nafkah,

24 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), him.
124

25 Jimmi Pasla dan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak
Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia,” Hamalatul Qur ‘an: Jurnal Ilmu-1lmu Al-Qur ‘an, Vol.
5: 2 (2025), him. 900-903. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400



https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400

17

pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Melalui penggunaan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak sebagai tolak ukur, data yang diperoleh dari
lapangan dapat dianalisis secara sistematis guna mengetahui apakah hak-hak dan
kebutuhan anak dalam keluarga PMI pasca perceraian telah terpenuhi sesuai
dengan prinsip tersebut atau masih terdapat kondisi yang menunjukkan
pengabaian terhadap kepentingan terbaik anak.

Di samping itu, teori the best interests of the child memiliki relevansi
yang kuat dari perspektif yuridis-normatif karena telah diterima sebagai standar
dalam hukum internasional, diadopsi dalam hukum positif Indonesia, serta
dijadikan pertimbangan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama. Oleh
karena itu, teori ini memberikan dasar yang kokoh bagi penelitian untuk
melakukan analisis hukum secara menyeluruh dan memiliki validitas akademik
yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, prinsip kepentingan terbaik
bagi anak juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai magasid al-syari ‘ah,
khususnya tujuan menjaga keturunan (%ifz al-nasl), yang menjadi salah satu
fondasi penting dalam hukum keluarga Islam. Keselarasan tersebut
memungkinkan teori ini digunakan secara terpadu dengan perspektif Hukum
Keluarga Islam, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan
standar hukum internasional dan nasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-

prinsip syariat Islam.?

26 Syukrawati, Imaro Sidg, Siti Maymatun Nisa, Zufriani, dan Doli Witro, “Post-Divorce
Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law
Analysis,” Al-Ahkam, Vol. 34: 1 (2024), 121-146. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624
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Oleh karena itu teori the best interests of the child, penelitian ini juga
menempatkan magqasid al-syari‘ah sebagai kerangka analisis kedua, sejalan
dengan rumusan masalah kedua penelitian ini yang secara khusus meninjau
pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga Pekerja
Migran Indonesia dari tinjauan magqasid al-syart ‘ah.

Secara harfiah, magasid al-syart‘ah berarti tujuan-tujuan syariat, yaitu
nilai-nilai dan sasaran yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur
seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial,
termasuk kehidupan keluarga.?’

Secara klasik, para ulama usial fikih mengklasifikasikan maqasid al-
syart ‘ah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daririyyat (kebutuhan primer
atau esensial), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier
atau pelengkap). Daruriyyat menempati kedudukan tertinggi karena
menyangkut lima unsur pokok yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup
manusia (dartiriyyat al-khamsah), yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz an-nafs
(menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), Aifz al-nasl (menjaga keturunan),
dan hifz al-mal (menjaga harta). Dalam penelitian ini, analisis magqasid al-
syart ‘ah difokuskan pada empat tujuan perlindungan yang paling relevan dengan
konteks tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu hifz al-din, hifz an-nafs,

hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl.?®

2" Abli Himid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usiil, ed.
Muhammad ‘Abd al-Salam ‘Abd al-Syafi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), II: 481

28 1bid., him. 161.
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Di antara keempat tujuan tersebut, zifz an-nafs dan #ifz al-nasl memiliki
keterkaitan paling langsung dengan tanggung jawab orang tua pasca perceraian
dalam keluarga PMI. Hifz an-nafs menuntut orang tua memastikan keselamatan,
kesehatan, dan kesejahteraan fisik maupun psikis anak secara menyeluruh,
sedangkan hifz al-nasl menjamin keberlangsungan generasi yang sehat secara
moral, spiritual, dan sosial melalui pola pengasuhan dan pendidikan yang
bertanggung jawab. Sementara itu, hifz al-mal menuntut adanya perlindungan
dan pemenuhan hak ekonomi anak, terutama melalui pemberian nafkah,
pemenuhan kebutuhan dasar, biaya pendidikan, kesehatan, serta jaminan
kehidupan yang layak. Ketika salah satu atau kedua orang tua berstatus pekerja
migran dan mengalami perceraian, pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan,
dan perlindungan anak dengan demikian tidak semata-mata dinilai sebagai
kewajiban perdata, tetapi juga sebagai wujud konkret dari upaya menjaga
dariiriyyat al-khamsah tersebut. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini,
sebagaimana ditemukan pada sebagian keluarga PMI di Kabupaten Lombok
Timur, dengan demikian dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap
magqasid al-syarT‘ah itu sendiri.?

Magasid al-syari‘ah dan teori the best interests of the child pada
dasarnya merupakan dua perspektif yang saling menguatkan, bukan dua

kerangka yang berdiri sendiri-sendiri. Kajian terbaru menunjukkan bahwa

29 Fatima Auliyani Almyra Syamal, Fachri Fachrudin dan Muhammad Hidayat, “Tanggung
Jawab Hadanah dalam Kasus Pengabaian Anak: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Undang-
Undang Perlindungan Anak di Indonesia,” AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol. 5:
2 (2026), him. 1392. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9808
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standar evaluasi kelayakan pemegang tanggung jawab pengasuhan dapat
dirumuskan dengan mengintegrasikan prinsip magasid al-syari‘ah dengan
prinsip the best interests of the child, sehingga kedua prinsip tersebut saling
melengkapi dalam menilai pemenuhan hak anak pasca perceraian.®® Sejalan
dengan itu, kajian lain juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak
dalam hukum keluarga Islam kontemporer perlu ditempatkan dalam horizon
magqasid agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat
modern, termasuk dalam perkara hadanah.®

Dengan demikian, penggunaan magasid al-syari‘ah sebagai kerangka
analisis kedua dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan
tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten
Lombok Timur, bukan hanya dari sisi kesesuaiannya dengan standar
kepentingan terbaik anak yang bersifat universal, tetapi juga dari sisi
kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal,
keturunan, dan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Kedua kerangka teori ini
digunakan secara terpadu untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian

sebagaimana telah dikemukakan pada sub-bab B.

%0 1bid., him. 1395.

81 Achmad Kadarisman, Alfarid Fedro dan Zainal Arifin, “Best Interest of the Child in
Islamic Family Law: Integrating Maqasid Al-Shari‘ah and Double Movement Theory in Hadanah
Cases,” Jurnal Al-Dustur, Vol. 8: 2 (2025), him. 170. https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459
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F. Metode Penelitian

1. Jenis penilitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun langsung
ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai tanggung
jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga pekerja
migran di Lombok Timur. Penelitian kualitatif dipilih karena berorientasi
pada pemahaman makna dan realitas sosial secara mendalam, bukan pada
angka atau statistik
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan orientasi sosio-legal,
yang berarti orientasi pada hubungan antara hukum dan realitas sosial. Jadi,
hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis (law in books), tetapi juga
dilihat bagaimana aturan tersebut bekerja, diterapkan, dan berinteraksi
dengan kondisi masyarakat (law in action)®.Penelitian deskriptif digunakan
untuk menggambarkan secara faktual dan mendalam bagaimana pelaksanaan
tanggung jawab orang tua pasca perceraian berlangsung dalam keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur, termasuk pola
pengasuhan pengganti, pemenuhan nafkah, serta kondisi psikologis anak
yang ditinggalkan.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menafsirkan temuan

lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum Islam, hukum

32 Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain
Penelitian Sosio-legal,” Nagari Law Review Vol. 5, No. 1 (2022).hlm. 231-255
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positif Indonesia, serta prinsip kepentingan terbaik anak (the best interests of
the child) dan ketentuan Hukum Keluarga Islam sebagai kerangka analisis
normatif. Melalui sifat penelitian ini, hubungan antara norma hukum yang
ideal (das sollen) dan realitas pemenuhan tanggung jawab orang tua PMI
yang mengalami perceraian (das sein) dapat dipetakan secara komprehensif,
sehingga terlihat jelas unsur-unsur nafkah dan pengasuhan anak yang telah

dan belum terpenuhi dalam konteks migrasi dan perceraian.

. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris-sosiologis
digunakan untuk mengkaji hukum dalam kenyataan sosial (law in action),
yaitu melihat bagaimana ketentuan hukum bekerja, diterapkan, dan
dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris-
sosiologis tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga
pada perilaku, pengalaman, dan praktik masyarakat yang berkaitan dengan
hukum.3® yang dipadukan dengan pendekatan normatif-teologis.

Pendekatan normative teologis digunakan untuk memahami dan
menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan norma dan
nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk
menelaah ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban orang
tua terhadap anak, sedangkan pendekatan teologis digunakan untuk

memahami landasan ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan

33 Fitriani, Sumiadi, dan Jumadiah, “Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Penyelesaian

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Gampong Juli Cot Mesjid
Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen),” REUSAM: Jurnal IImu Hukum, Vol. 10, No. 1 (2022), him.

19-32
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khazanah fikih.* Pendekatan hukum empiris digunakan untuk meneliti
hukum dalam kenyataan (law in action), yakni bagaimana ketentuan hukum
Islam dan hukum positif diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan pendekatan
normatif-teologis digunakan untuk memahami dasar-dasar ajaran Islam
tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan Al-Qur ‘an,
hadis, dan fikih klasik.

Pendekatan ini juga bersifat interdisipliner, karena memadukan aspek
hukum, sosial, dan psikologis. Pendekatan sosial-psikologis digunakan untuk
memahami dampak ketidakseimbangan tanggung jawab orang tua terhadap
perkembangan mental dan emosional anak dalam keluarga migran

4. Sumber data
Sumber data perlu dibedakan dari data itu sendiri. Sumber data adalah subjek
atau bahan dari mana data penelitian itu berasal, sedangkan data adalah
informasi yang diperoleh dari sumber tersebut melalui teknik pengumpulan
data tertentu, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka,
yang akan dijelaskan pada subbab tersendiri. Dengan demikian, wawancara
bukan merupakan sumber data, melainkan salah satu teknik untuk
memperoleh data dari sumber data yang telah ditentukan. Sumber data dalam
penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber

data sekunder.

% slinda dan Mahyudin Ritonga, “Normatif-Teologis sebagai Pendekatan Studi Islam:
Systemic Literature Review,” Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, Vol. 20, No. 1
(2024),him56-68
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a. Sumber Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara

langsung mengetahui dan mengalami persoalan tanggung jawab orang tua

pasca perceraian dalam keluarga PMI, yang keterangannya digali peneliti

melalui teknik wawancara dan observasi, yaitu:

1) Mantan pasangan suami-istri keluarga migran di Lombok Timur

2) Anak-anak dari keluarga migran yang mengalami perceraian

3) Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan

4) Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan petugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten
Lombok Timur.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum dan

literatur yang menjadi rujukan teoretis dan normatif, yang datanya digali

peneliti melalui teknik studi pustaka dan dokumentasi, meliputi:

1) Al-Qur‘an dan hadis

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

5) Buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
tanggung jawab orang tua, hadanah, dan perlindungan anak pasca

perceraian
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Sumber data sekunder tersebut berfungsi untuk memperkuat temuan
empiris dan memberikan dasar teoretis bagi analisis hukum Islam dan
hukum positif.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat metode

utama, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi
mendalam mengenai pandangan atau pengalaman informan terhadap suatu
peristiwa.®® Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-
terstruktur agar peneliti memiliki pedoman umum, namun tetap fleksibel
dalam menggali informasi. Pertanyaan disesuaikan dengan pengalaman
dan posisi sosial informan, seperti mantan pasangan suami-istri, anak, atau
tokoh agama.

b. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, dan kondisi tertentu
dalam lingkungan alamiah subjek penelitian.*® Dalam penelitian ini,

observasi dilakukan secara langsung terhadap perilaku dan interaksi anak

3 Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data:
Observasi, Wawancara dan Kuesioner,” JISOSEPOL : Jurnal IImu Sosial Ekonomi dan Politik, VVol.
3:1(2025), him. 44.

% 1bid., him. 40.
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dalam keluarga migran untuk mengetahui bentuk pengasuhan,
komunikasi, dan pola tanggung jawab orang tua pasca perceraian

c. Studi Pustaka (Library Research)
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
menelaah, mengevaluasi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang
relevan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, dan hasil
penelitian terdahulu.®” Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk
menelaah sumber-sumber hukum dan teori yang mendukung analisis,
seperti buku fikih, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah
yang relevan

d. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
menghimpun dan menelaah dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang
berkaitan dengan objek penelitian, seperti catatan, laporan, maupun
dokumen resmi lainnya.®® Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan
terhadap data kependudukan, arsip Kantor Urusan Agama, serta dokumen
pendukung lain yang relevan dengan kondisi keluarga PMI yang bercerai
di Kabupaten Lombok Timur.

6. Teknik Analisis data

37 Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah dan Sauda
Julia Merliyana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol.
6: 1 (2022), him. 976.

% Allya Nur Aini Roesadhi, Annisa Deli Saputri Pasaribu, dan Najwa Fahraini Nasution,
“Instrumen Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” Jurnal Intelek
dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 2: 6 (2025), him. 14336.
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis
kualitatif sosio-legal dengan pola kerja yang bersifat interaktif dan berlapis.
Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data di lapangan dan terus
berlanjut hingga penyusunan kesimpulan akhir. Model analisis ini meliputi
empat tahap utama: reduksi data, kategorisasi tematik, verifikasi normatif,
dan penarikan kesimpulan induktif.

Tahap pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses
pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data
kasar yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang lebih bermakna
dan terstruktur, antara lain melalui identifikasi unit-unit informasi penting
yang kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema atau karakteristik
tertentu.3® Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah dan
menyederhanakan seluruh informasi hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi berdasarkan fokus penelitian: bagaimana tanggung jawab orang
tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian di keluarga PMI menurut
ketentuan hukum dan bagaimana realitas di lapangan. Pada tahap ini, setiap
data diseleksi sesuai relevansinya terhadap persoalan tanggung jawab orang
tua dalam konteks migrasi.

Tahap kedua berupa kategorisasi tematik. Kategorisasi merupakan
penyusunan data yang telah direduksi ke dalam kelompok-kelompok atau

kategori tertentu berdasarkan kesamaan tema, dengan tujuan memudahkan

39 Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam
Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” Journal of Management,
Accounting and Administration, Vol. 1: 2 (2024), him. 81.
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peneliti melihat pola hubungan antarvariabel yang diteliti.*® Dalam penelitian

ini, kategorisasi tematik dilakukan dengan menyusun data yang telah

direduksi ke dalam tema-tema analitis, seperti:

a. Praktik hadanah dalam keluarga PMI

b. Pemenuhan nafkah dan hambatannya

c. Peran pengasuh alternatif (kakek-nenek/kerabat)

d. Faktor sosial-budaya yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab
orang tua.

Kategorisasi ini memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antara
perceraian, migrasi, dan kondisi anak secara lebih sistematis.

Tahap ketiga adalah verifikasi normatif, yaitu mengkaji ulang temuan
lapangan dengan membandingkannya terhadap norma hukum Islam
(hadanah, nafkah, maslahah al-walad), hukum positif (UU Perkawinan, KHI,
UU Perlindungan Anak), serta temuan penelitian terdahulu. Tahap ini penting
untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas hukum (das sollen) dan
praktik sosial masyarakat PMI di Lombok Timur (das sein).

Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan secara induktif, dengan
menghubungkan hasil analisis empiris dan verifikasi normatif ke dalam
kerangka teori yang digunakan, yaitu teori the best interest of the child dan
Magasid Syari‘ah. Pada tahap ini, peneliti menilai apakah empat unsur
kepentingan terbaik anak berupa nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan

perlindungan terpenuhi atau tidak dalam keluarga PMI yang bercerai, serta

40 1bid.
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mengkaji kesesuaiannya dengan menjaga hifz an-nafs dan hifz al-nasl
sebagaimana termaktub dalam ketentuan rash al-Qur*an, hadis, fikih mazhab,
dan undang-undang perkawinan.
Melalui teknik analisis ini, peneliti mampu menggambarkan secara utuh
realitas pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam PMI
di Lombok Timur, menyoroti kesenjangan antara norma hukum positif dan
Hukum Keluarga Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta
mengidentifikasi secara konkret unsur-unsur nafkah dan pengasuhan anak
yang telah dan belum terpenuhi, dengan prinsip the best interests of the child
sebagai tolak ukur penilaian utama.
G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi tesis ini, penyusun

menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan menguraikan latar belakang yang menegaskan
bahwa perceraian dalam keluarga PMI tidak hanya menimbulkan persoalan
hukum terkait hak nafkah dan pengasuhan anak, tetapi juga menciptakan
kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dan realitas pemenuhan
tanggung jawab orang tua yang terjadi di masyarakat (das sein). Bab ini
merumuskan dua pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana pelaksanaan
tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten
Lombok Timur ditinjau dari teori the best interests of the child; kedua,
bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut ditinjau dari Magasid Syari‘ah.

Bab ini juga menyajikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
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kerangka teori yang berlandaskan prinsip the best interests of the child dan
magqasid al-syari ‘ah sebagai dua standar analisis utama, serta metode penelitian
lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal.

Bab kedua membahas pemahaman tematik-holistik-interdisipliner terhadap
nash al-Qur‘an dan Hadis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca
perceraian: Bagian pertama bahasan ini menghasilkan rumusan magasid al-
syart‘ah yang digunakan untuk untuk menganalisis hasil penelitian yang terjadi
di lokasi penelitian, dengan menghimpun seluruh ayat dan hadis yang berkaitan
dengan kewajiban orang tua terhadap anak, baik ketika masih hidup bersama
maupun setelah bercerai, kemudian memahaminya secara terpadu sehingga
diperoleh gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur tanggung jawab orang tua
dalam Islam. Bagian kedua mengkaji konsep fikih mazhab, dengan menelusuri
pandangan minimal empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali)
mengenai unsur-unsur tanggung jawab orang tua kepada anak, khususnya dalam
aspek hadanah dan nafkah pasca perceraian. Bagian ketiga mengkaji konsep
undang-undang, yang meliputi: (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia,
yakni UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI), serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan (2)
Undang-Undang Perkawinan negara-negara Muslim di dunia, sebagai
perbandingan normatif untuk melihat sejauh mana unsur-unsur tanggung jawab
orang tua terhadap anak telah dikodifikasikan dalam berbagai sistem hukum

keluarga Islam kontemporer.
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Bab ketiga Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian
dalam Keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur. Bab ini menyajikan temuan
lapangan secara sistematis dengan mendeskripsikan kondisi keluarga PMI yang
bercerai di wilayah penelitian, mulai dari profil sosial ekonomi hingga gambaran
konkret tentang unsur-unsur tanggung jawab orang tua yang telah atau belum
terpenuhi. Bab ini secara khusus mengidentifikasi unsur-unsur nafkah anak,
yaitu nafkah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan yang terpenuhi
dan yang tidak terpenuhi oleh orang tua PMI pasca perceraian, serta
menggambarkan pola pengasuhan anak (kadanah) yang berjalan, termasuk
peran pengasuh alternatif seperti kakek-nenek atau kerabat, hambatan struktural
dan kultural dalam pemenuhan kewajiban orang tua, serta kondisi anak yang
menjadi dampak langsung dari ketidakterpenuhan hak-hak tersebut.

Bab keempat berjudul Analisis The Best interests of the child dan magasid
al-syari ‘ah terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian
dalam Keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur. Bab ini merupakan inti
analisis yang mempertemukan temuan lapangan (Bab I1l) dengan kerangka
normatif (Bab I1) menggunakan teori the best interests of the child sebagai pisau
analisis utama. Pada bagian pertama, analisis berdasarkan teori the best interests
of the child mengkaji sejaun mana pemenuhan unsur-unsur nafkah dan
pengasuhan anak oleh orang tua PMI yang bercerai telah sesuai dengan standar
hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak) dan

hukum internasional (CRC 1989), dengan menggunakan empat unsur
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kepentingan terbaik anak vyaitu nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan
perlindungan sebagai tolak ukur penilaian.

Pada bagian kedua, analisis magasid al-syari‘ah mengkaji sejauh mana
pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjaga fkifz an-nafs dan fifz al-nasl
sebagaimana termaktub dalam ketentuan nas/ al-Qur ‘an dan Hadis, pendapat
mazhab fikih, serta undang-undang perkawinan Indonesia dan negara-negara
Muslim. Bab ini ditutup dengan sintesis dari kedua perspektif tersebut untuk
mengidentifikasi kesenjangan (das sollen dan das sein) serta merumuskan
implikasinya bagi perlindungan hak anak dalam konteks keluarga migran yang
bercerai.

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas dua
rumusan masalah penelitian: pertama, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab
orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur
ditinjau dari teori the best interest of the child, meliputi unsur-unsur nafkah,
pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang telah dan belum terpenuhi
serta kesenjangannya dengan standar hukum positif; dan kedua, bagaimana
pelaksanaan tanggung jawab tersebut ditinjau dari magasid al-syari‘ah,
khususnya dalam menjaga hifz an-nafs dan #ifz al-nasl berdasarkan nash al-
Qur‘an, Hadis, fikih mazhab, dan undang-undang perkawinan. Bab ini juga
menyampaikan rekomendasi praktis dan akademis yang ditujukan kepada orang
tua, pemerintah daerah, Pengadilan Agama, lembaga perlindungan anak, dan

akademisi, agar pemenuhan hak anak dalam keluarga PMI yang bercerai dapat
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lebih selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan tujuan-tujuan

magqasid al-syari ‘ah.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait tanggung jawab
orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga pekerja migran

Indonesia di Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur, apabila
ditinjau dari keempat unsur the best interests of the child, menunjukkan
pencapaian yang tidak merata. Unsur pendidikan tercapai paling konsisten
pada kedelapan kasus yang diteliti. Unsur pengasuhan tercapai secara
fungsional melalui fleksibilitas pengalihan pengasuhan kepada keluarga
besar, meskipun mengalami kegagalan serius pada kasus di mana akses anak
terhadap salah satu orang tua diputus secara sengaja. Unsur nafkah tercapai
secara substantif melalui inisiatif ibu yang bermigrasi sebagai PMI, namun
tidak tercapai secara normatif karena kewajiban ayah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diabaikan
pada separuh kasus yang diteliti. Unsur perlindungan menjadi unsur paling
rentan karena risiko kegagalannya terkonsentrasi pada pola relasi ayah yang
lalai maupun eksploitatif, yang paling sulit dimitigasi oleh inisiatif informal
keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip the best
interests of the child dalam keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten
Lombok Timur tercapai secara substantif dari sisi hasil bagi mayoritas anak

yang diteliti, tetapi tidak tercapai secara prosedural, karena pencapaian

166
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tersebut lahir dari mekanisme adaptasi sosial keluarga, khususnya
pengorbanan ibu dan keluarga besar, bukan dari berfungsinya standar hukum
positif Indonesia dan hukum internasional sebagaimana dirancang untuk
menjaminnya.

. Ditinjau dari kelima rumusan magdasid hasil sintesis tematik-holistik-
interdisipliner, yaitu hifz al-nasl, hifz an-nafs, hifz al-mal, hifz al- irdh, dan
hifz al-‘aql, penelitian ini menyimpulkan bahwa hifz al-mal merupakan
tujuan yang paling nyata tidak tercapai, karena kegagalannya bersifat sistemik
dan diperparah oleh sempitnya jangkauan mekanisme eksekusi nafkah yang
ada di Indonesia, yang hanya menjangkau suami berstatus Pegawai Negeri
Sipil dan tidak menjangkau ayah yang bekerja di sektor swasta maupun
sebagai PMI. Hifz al-nasl menempati posisi kedua yang paling rentan,
khususnya pada kasus di mana keterlibatan salah satu orang tua kandung
diputus secara sengaja oleh pihak lain. Adapun hifz an-nafs, hifz al- ‘irdh, dan
hifz al-‘aql tercapai secara substantif pada mayoritas kasus, namun
pencapaian tersebut lahir dari pengorbanan sepihak ibu dan keluarga besar,
bukan dari keseimbangan tanggung jawab antara kedua orang tua
sebagaimana idealnya dituju oleh kelima magqasid tersebut. Kedua tinjauan di
atas, baik yuridis maupun normatif, bermuara pada simpulan yang sama, yaitu
bahwa kesenjangan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua
pasca perceraian pada keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur bukan
terletak pada ketiadaan norma, baik norma hukum positif maupun norma

syariat, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan serta pada
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ketimpangan tanggung jawab yang secara faktual dibebankan kepada ibu dan
keluarga besar, alih-alih dipikul secara seimbang oleh kedua orang tua
sebagaimana idealnya dituju baik oleh teori the best interest of the child
maupun oleh magasid al-syari‘ah.
B. Saran
1. Saran Praktis

a. Orang tua diharapkan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak (the
best interests of the child) dengan menjalankan tanggung jawab
pengasuhan dan pemenuhan nafkah secara proporsional meskipun telah
bercerai. Konflik antara mantan suami dan mantan istri tidak seharusnya
mengurangi hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan
pemeliharaan dari kedua orang tuanya.

b. Pemerintah Daerah, DP3AKB, BP2MI, serta instansi terkait diharapkan
memperkuat pendataan, pendampingan, dan perlindungan terhadap anak-
anak dari keluarga PMI yang mengalami perceraian melalui layanan
psikososial, edukasi pengasuhan, serta penguatan peran keluarga pengasuh
sebagai bagian dari perlindungan hak anak.

c. Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan
putusan mengenai nafkah anak serta mendorong pengembangan
mekanisme eksekusi yang lebih efektif agar kewajiban orang tua,
khususnya ayah, dapat terlaksana secara optimal demi menjamin kepastian

hukum dan perlindungan hak anak.
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2. Saran Akademis
Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan
putusan mengenai nafkah anak serta mendorong pengembangan mekanisme
eksekusi yang lebih efektif agar kewajiban orang tua, khususnya ayah, dapat
terlaksana secara optimal demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan

hak anak.
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